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Salah satu dari perkembangan teknologi berbasis blockchain yang belum lamaterjadi adalah Non-Fungible
Token (NFT), yaitu aset digital yang mana bukti kepemilikannya merupakan token yang terdapat dalam
jaringan blockchain. Eksistensi blockchain dan NFT tidak lepas dari ketidaksel arasannya dengan hukum
yang berlaku. Salah satu permasalahan yang timbul adalah pertentangan antara sifat kekekalan data pada
blockchain dan pengaturan mengenai hak penghapusan informasi. Hak penghapusan informasi merupakan
hak individu untuk meminta penghapusan data pribadinya, dengan mengikuti syarat tertentu, yang dikelola
oleh pihak pengelola data. Sementara, di Indonesia, lokapasar daring NFT memiliki kewajiban untuk
menjamin terlindunginya hak penghapusan informasi. Penulisan ini akan menjawab (i) bagaimana
pengaturan hak penghapusan informasi di Indonesia, (ii) bagaimana keberlakuan hak penghapusan informasi
dalam transaksi NFT, serta (iii) bagaimanalokapasar daring NFT yang berbasis di Indonesiatelah

mel aksanakan kewagjibannya terkait dengan hak penghapusan informasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan
penelusuran kebijakan yang diberikan oleh lokapasar daring NFT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
(i) di Indonesia, hak penghapusan informasi utamanya diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik,
PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP tentang Perdagangan dalam Sistem
Elektronik, dan Permen Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, (ii) hak
penghapusan informasi tetap berlaku pada transaksi NFT, mengingat relevans informasi dalam transaksi
NFT dan (iii) lokapasar daring NFT yang Penulis teliti masih belum mematuhi kewgjibannyaterkait dengan
hak penghapusan informasi.

...... One of the recent developmentsin blockchain-based technology is the Non-Fungible Token (NFT),
which isadigital asset whose proof of ownership is atoken contained in the blockchain network. The
existence of blockchain and NFT cannot be separated from their inconsistency with applicable law. One of
the problems that arise is the conflict between the dataimmutability in blockchain and regul ations regarding
right to be forgotten. Right to be forgotten is an individual’ s right to request the deletion of their personal
data, subject to certain conditions, which is managed by a data manager. Meanwhile, in Indonesia, NFT
online marketplaces have the obligation to guarantee the protection of right to be forgotten. This paper will
answer (i) how isthe right to be forgotten regulated in Indonesia, (ii) how does the right to be forgotten
apply in NFT transactions, and (iii) how Indonesia-based NFT online marketplaces have carried out their
obligations related to right to be forgotten under the applicable laws in Indonesia. This research was
conducted by means of literature study and policy research provided by the NFT online marketplaces. The
results of this research show that (i) in Indonesia, the right to delete information is mainly regulated in the
Electronic Information and Transaction Law, the Government Regulation on the Implementation of
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Electronic Systems and Transactions, the Government Regulation on Trading in Electronic Systems, and the
Minister of Communication and Information Technology Regulation concerning the Protection of Persona
Datain Electronic Systems, (ii) the right to be forgotten still appliesto NFT transactions, considering the
relevance of information in NFT transactions and (iii) the NFT online marketplaces that the Author
researched have not complied with their obligations related to the right to delete information.



